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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Era globalisasi dewasa ini, kita dihadapkan padauljahan arah

pembangunan yang bertumpu pada peningkatan suraparagharatur pemerintah
sebagai kunci pokok tercapainya cita-cita bangs@ yaerdeka dan berkembang.
Terutama setelah diundangkannya Undang-undang Rd.abun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah yang telah terjadi berbagaibppan mendasar dalam
pengaturan Pemerintah Daerah di Indonesia. Selkagaiekuensi logis adalah
perlunya dilakukan penataan terhadap berbagai eleraag berkaitan dengan

pemerintah daerah sebagai manifestasi dari otodaarah.

Konsekuensi diterapkannya otonomi daerah dan azsenttalisasi seperti
yang diamanatkan UU No. 22 Tahun 1999 dan digdeti U No. 32 Tahun
2004, lahirlaHocal government (pemerintah lokal) yang diberi kewenangan untuk
mengurusi kepentingan daerahnya. Urusan mengenahritangganya sendiri
sering disebut otonomi, sedangkan pemerintahanisebut local government
atau pemerintah daerah yang mengurus rumah tanggsendiri. Pengelolaan
segala urusannya itu seluruhnya ditangani atasr desaijakan sendiri dan
dibiayai dari sumber keuangan sendiri. Sedangkdurgan pemerintah pusat
dengan pemerintah lokal daerah adalah hubunganapesgn saja. Dari aspek

tanggung jawab negara, pemerintah lokal daerahpakamn organ pemerintahan



negara yang statusnya berada dalam kerangka sigemerintahan Negara

Kesatuan Repuplik Indonesia (NKRI).

Local government (pemerintah  daerah/lokal) dalam  praktek
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan darapeataypublik, harus pula
diiringi dengan penerapan prinsgnod governance (kepemerintahan atau tata
pemerintahan yang baik{zood governance merupakan proses penyelenggaraan
kekuasaan dalam menyediakan barang dan jasa p(miidic goods dan
services.). Prinsip-prinsipgood governance antara lain adalah prinsip efektifitas
(effectiveness), keadilan, (equity), partisipasi (participation), akuntabilitas

(accountability) dan tranparangtransparency).

Pada sisi lain, pemerintah daerah atau lokal seb@g®aga negara yang
mengemban  misi  pemenuhan  kepentingan  publik  dituntpula
pertanggungjawaban terhadap publik yang dilayaniayinya pemerintah lokal
harus menjalankan mekanisme pertanggungjawaban &tatakan dan
pekerjaannya kepada publik yang sering kali disetmgnjalankan prinsip

akuntabilitagaccountability).

Pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan proSIsip good
governance. Dengan menerapkan prinsip-pringgpod governance, diharapkan
dalam menggunakan dan melaksanakan kewenangarik,p@konomi dan
administratif dapat diselenggarakan dengan baikehOkebab itu dalam

prakteknya, konsegood governance harus ada dukungan komitmen dari semua



pihak yaitu negara sfate)/pemerintah government), swasta [rivate) dan

masyarakatspciety).

Good Governance (tata pemerintahan yang baik) merupakan praktek
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka membepkéayanan kepada
masyarakatGood governance telah menjadi isu sentral, dimana dengan adanya
era globalisasi tuntutan akan penyelenggaraan paietean yang baik adalah

suatu keniscayaan seiring dengan meningkatnya fnge masyarakat.

Hubungan antara pemerintalgoyernment) dengan tata pemerintahan
(governance) terletak pada proses pelaksanaannya. Jika Kkitayahangin
menciptakan pemerintah gdvernment) yang baik, maka tata pemerintahan
(governance) yang baik belum tentu tumbuh. Tapi jika kita metekan tata
pemerintahan governance) yang baik, maka pemerintago¢ernment) yang
baik juga akan tercipta. Dengan demikian yang pelikedepankan adalah
bagaimana penciptaan good governance agar pemerintah dalam

pelaksanaannya menjadi baik.

Tata pemerintahan yang bago0d governance) adalah suatu kesepakatan
menyangkut pengaturan negara yang diciptakan barsaleh pemerintah,
masyarakat madani, dan swasta. Untuk mewujudkarpmerintahan yang baik
perlu dibangun kerjasama antara pelaku-pelakungedilam Negara, agar semua
pihak merasa memiliki tata pengaturan tersebut.pdakesepakatan yang
dilahirkan dari kerjasama, kesejahteraan tidak a&erapai karena aspirasi politik

maupun ekonomi rakyat pasti tersumbat. Terdapaerbphb hal yang perlu



diperhatikan oleh pemerintah bahwa masyarakat dapatilai dan memilih,

bahkan meminta jasa layanan yang lebih baik.

Pembangunan adalah proses perubahan yang bersideis, sehingga
memungkinkan terjadi pergeseran pesteholders termasuk peran pemerintah,
swasta dan masyarakat. Fungsi peran yang telatagkten perlu selalu dikaji
ulang ¢eview), agar fungsi peran dan peranan yang dilaksanakamberikan
konstribusi yang lebih berarti bagtakeholders lain maupun pada proses
pembangunan sesuai dengan amanat yang tersuraeaat dalam prinsip-
prinsip good governance. Studi tentang pelaksanagood governane di setiap
kota/kabupaten yang melibatkan peran dan peranamerpgah, swasta dan
masyarakat akan memberikan implikasi yang sangahdiena terhadap upaya

peningkatan kondigjood governance.

Menurut Erna Witular (2005:3), bahwa salah satu rahu tata
pemerintahan yang baik adalah terdapatnya pengafuealaku/peranan yang

dapat diterima sektor publik, swasta dan masyay gkt :

a. Pengaturan di dalam sektor publik antara lain meglyat
keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legidkatifyudikatif.

b. Sektor swasta mengelola pasar berdasarkan kesapakatsama,
termasuk  mengatur  perusahaan  kecil, besar, koperasi
multinasional/nasional.

c. Masyarakat madani mengatur kelompok-kelompok yamgbdda
seperti agama, kelompok olahraga, kesenian daitdain

Proses pembangunan yang bertumpu pada peningkgtamah publik dan
kesejahteraan masyarakat akan tercapai apabilalswdan objek pembangunan

dan kesejahteraan masyarakat saling bekerjasangamecuan atau pedoman,



persepsi dan indikator kemajuan pembangunan yasgpalkati (konsensus)
bersama. Konsegood governance melalui prinsip-prinsipnya harus dirancang
agar seluruh objek dan subjek pembangunan teddxatra langsung dalam proses
pembangunan sesuai dengan peran dan peranannymgsebpaya peningkatan

layanan publik dan kesejahteraan masyarakat ak#ndgtimal.

Tata pemerintahan mempunyai makna yang jauh lebiks |dari
pemerintahan. Tata pemerintahan menyangkut casay@arg disetujui bersama
dalam mengatur pemerintahan dan kesepakatan yaagadiantara individu,
masyarakat madani, lembaga-lembaga masyarakatidak gwasta. Dalam hal
ini semua pelaku harus saling tahu apa yang dimkukeh pelaku lainnya. Hal
ini dapat dilakukan melalui dialog agar pelaku mkmperbedaan di antara

mereka.

Selanjutnya dinyatakan pula bahwa masyarakat depdiat dalam tata

pemerintahan yang baik dengan :

a. Mengawasi sektor publik atau pemerintah danosedtasta serta memberikan

masukan-masukan yang konstruktif,

b. Terlibat dalam proses pembangunan yang menyardjknya sendiri dan
masyarakat. Keterlibatan tersebut dapat melalui beetukan paguyuban-
paguyuban, LSM yang berperan aktif dalam proses bpegunan di

wilayahnya.



Tata pemerintahan yang baik tidak serta mertadiebegitu saja. Kondisi
menjadi tata pemerintahan yang membutuhkan ked¢aiibberbagai unsur dan
proses. Oleh sebab itu penerapan prinsip-prigeg@l governance mempunyai
manfaat yang signifikan untuk perbaikan layanan lipuldan peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan Kabupaten Sumedang sebagai salahob@l dalam
penerapan konsegpod governance sudah seharusnya siap dan mampu menerima
konsekuensi logis tersebut. Kesiapan yang dimaksudidalah kesiapan sejati
yang harus berada dalam wujud nyata yang tercedainperubahan semangat
serta peningkatan profesionalitas pegawai dalam ggein mengelola dan
memelihara semua potensi-potensi yang ada di Ilmggo pemerintahan

Kabupaten Sumedang, sebagai upaya bagi tercipkamgpgood gover nance.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasaikemtstuk melakukan
penelitian mengenai “IMPLEMENTASI KONSEBOOD GOVERNMENT DI

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG".

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah yang ada dajsimpulkan bahwa
masalah pokok dari penelitian ini yaitu: Bagaimatakmplementasi konsemwod
government di pemerintah daerah Kabupaten Sumedang?

Untuk mempermudah pembahasan hasil penelitian measan masalah

dari penelitian yang dilakukan adalah :



1. Bagaimana implementagbod government di pemerintah daerah Kabupaten
Sumedang?

2. Hambatan-hambatan apa saja dalam implementasikgoséd government di
pemerintah daerah Kabupaten Sumedang?

3. Bagaimana solusi dalam mengatasi masalah-masgalallementasigood
government di pemerintah daerah Kabupaten Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaihgin mengetahui
bagaimana implementasi konsegood government di pemerintah daerah

Kabupaten Sumedang.

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini yaitu :

a. Untuk mengetahui implementagjood government di pemerintah daerah
Kabupaten Sumedang.

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja datgtementasi konsep
good government di pemerintah daerah Kabupaten Sumedang.

c. Untuk mengetahui solusi dalam mengatasi masalaalsda implementasi
good government di pemerintah daerah Kabupaten Sumedang.

D. Kegunaan Penedlitian

Kegunaan atau manfaat teoritis dari penelitian adalah untuk
mengembangkan disiplin ilmu pada jurusan Pendidikeewarganegaraan

terutama pada mata kuliah sistem pemerintahantiaera



Adapun kegunaan praktis dari penelitian yang dikak adalah dapat

mengetahui bagaimana implementasi kongepd government di Pemerintah

Daerah Kabupaten Sumedang.

E. Pertanyaan Penelitian

Untuk mempermudah penelitian, maka dilakukan bataséasan dalam

pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian dgb@melitian yang dilakukan

yaitu:

a.

T

Bagaimana prosedur yang dilakukan dalam petakesa konsemood
government untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baiksibnya di
Kabupaten Sumedang?

Bagaimana program peningkatan Kkinerja pemerintateratia dalam
pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan bersih?

Sejauh mana pemerintah daerah Kabupaten Sumediry dengupayakan
terlaksananya konsegwod gover nment?

Bagaimana hambatan-hambatan yang dialami olehenatath daerah
Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan tata peahamnyang baik?
Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintaderath Kabupaten

Sumedang dalam menghadapi hambatan-hambatan t@rsebu

. Kerangka Pemikiran

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar titekadi salah

penafsiran, dimana dimaksudkan agar kita memahamiknandari judul tentang

Implementasi KonsepGood Government di Pemerintah Daerah Kabupaten

Sumedang.



1. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutiedmva pemerintah
daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkathdaaionom yang lain
sebagai badan Eksekutif daerah.

2. Menurut Rasyid (1998:139) menyebutkan bahwa:

“Sebagaimana dipahami bahwa esensi pemerintah hadaddayanan
kepada masyarakat, oleh karena itupemerintah tidiaklakan untuk
dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakattss menciptakan

kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakagembangkan
kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujessama”.

3. Good Governance (tata pemerintahan yang baik)

1). Prnsip-prinsip yang terdiri dari masyarakatpremasi hukum, transparansi
pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efigsian akuntabilitas.

2). Pilar-pilar yang terdiri dari Negara dan masyat madani.

3). Agenda yang terdiri dari agenda polotik, ageattamomi, agenda sosial dan
agenda hukum.

G.Metode Penelitian

Penelitian adalah sebagai upaya untuk memperolehsgaara mendalam
dan dibutuhkan metode penelitian yaitu suatu cargyligunakan di dalam suatu
penelitian untuk mencapai tujuan.

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsadalah medote
deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatiim@na metode deskriptif ini
bertujuan untuk menggambarkan secara sistematisi sitaasi, kondisi objek
bidang uji kajian pada suatu waktu secara akubalam hal ini untuk
menggambarkan implementasi dari konsggd government di pemerintah

daerah.
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Pendekatan kualitatif itu sendiri melihat suahjek dalam suatu
konteks natural alamiah apa adanya, bahwa peratekdtselalu menyesuaikan
diri dengan perilaku manusia sebagai objek kajiann@leh karena itu alat
observasi selalu dapat dikoreksi menyesuaikan aekgadisi yang ada.

S. Nasution, M.A (2003:5) menyatakan : "Pendekataalitatif yaitu
mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, beaktr dengan mereka,
berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka dedtama sekitarnya”.
Melalui penggunaan metode ini diharapkan pertany@atanyaan yang terdapat
dalam permasalahan penelitian dapat terjawab.

H.Teknik Penelitian

Dilihat dari metode penelitian yang digunakan dadat@etode deskriptif
dengan pendekatan kualitatif, maka teknik penaliy@ang digunakan adalah
sebagai berikut :

a. Wawancara, adalah teknik mengumpulkan data dengaa mengadakan
dialog, tanya jawab antara peneliti dan respondeara sungguh-sungguh.

b. Observasi, sering digunakan dengan istilah pengam®igunakan untuk
mengamati dengan melihat, mendengarkan, merasatan, mengikuti
segala hal yang terjadi dengan cara mencatat ataekam segala sesuatunya
tentang orang atau kondisi suatu fenomena tertentu.

c. Studi kepustakaan, adalah penelitian yang dilakuéi@h peneliti dengan
mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah yang Inexde dengan masalah

dan tujuan penelitian.



